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Analisis Empiris Mekanisme Transaksi
Jasa Lingkungan dan Kendala dalam
Pelaksanaannya

Dr. Aceng Hidayat'; Rizal Bahtiar?, SPi, MSi; Aristin
Tri Apriani, MSc3.

Abstract
Pembayaran jasa lingkungan (payment for environmental
services, PES) merupakan salah satu instrumen ekonomi
dalam pengelolaan lingkungan. PES secara empiris telah banyak
dipraktekan baik oleh masyrakat, pemerintah, maupun swasta.
Best practice pelaksanaan PES dapat ditemukan di beberapa
tempat di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan Daerah Aliran
Sungai (DAS). Lahirnya UU 32/2009 mermperkuat keberadaan PES
karena secara tegas UU tersebut menyebutkan PES merupakan
salah satu instrumen ekonomi dalam pengelolaan lingkungan
hidup. PES pun paling siap dilaksanakan menyusul ditetapkannya
undang-undang tersebut. Namun, dalam pelaksanaannya, PES
dihadapkan pada kendala mekanisme pengelolaan keuangan,
terutama PES yang melibatkan lembaga pemerintah. Karena
itu, perlu pemahamaan dan pencarian alternatif mekanisme
pengelolaan dana PES agar dalam pelaksanaanya dapat berjalan
lancar. Hasil Analisis menemukan empat mekanisme PES di
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Indonesia, yaitu: Community to Community (C to C), Private to
Community (P to C); Government to Government (G to G); dan
Eommunity to Government (C to G). Dari keempat tipe PES
ferebut C to C dn P to C relatif tidak memiliki kendala berarti.
Pengelolaan PES C to C dan P to C melibatkan masyarakat,
Eembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan swasta. Pengelolaan
gidasari semangat sukarela dengan tujuan saling memberikan
manfaat yang berkelanjutan. Kendala pengelolaan ditemukan
gada petaksanaan PES C to G dan G to G. Permasalahan lahir
perkaitan dengan mekanisme pengelolaan dana masyarakat
gleh lembaga pemerintah. Perundang-undangan di Indonesia
menganggap dana tersebut merupakan PNBP yang mekanisme
pengelofaannya terikat dengan undang-undang dengan segenap
kekakuannya. Hal ini tidak sejalan dengan prinsip PES yang
menuntgt penggunaan dana bersifat fleksibel. Ada tiga alternatif
vang dapat dilakukan untuk menyiasati kendala tersebut, Yaity,
menggunakan pendekatan earmarking, mekanisme Badan
Layanars Umum (BLU) dan dana amanah (trust fund). Pilihan
terakhir paling ideal. Namun, pelaksanaanya terkendala peraturan
perunddng-undangan yang belum memungkinkan mekanisme
tersebutdapat dijalankan. -
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PENDAHULUAN

Dalam Pasal 42 Undang-undang
Nomor 32 tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup dinyatakan
secara tegas bahwa instrumen
ekonomi merupakan salah satu
alat pengelolaan  lingkungan.
Pasal 1 UU tersebut menyatakan,
yang dimaksud dengan instrumen
ekonomi lingkungan hidup adalah
seperangkat kebijakan ekonomi
untuk mendorong pemerintah,
pemerintah daerah atau setiap
orang ke arah pelestarian
lingkunganhidup. Biundangkannya
instrumen  ekonomi  sebagai
alat pengelolaan  lingkungan
merupakan hasil perjuangan dan
penantian yang cukup lama. Sejak
diperkenalkan di Indonesia pada
awal tahun 1880an, baru kali ini
instrumen ekonomi mendapatkan
tempat sebagai alat kebijakan
dalam pengelolaan lingkungan.
Sebuah penantian dan upaya yang
melelahkan. Salah satu instrumen
ekonomi menurut Undang-
undang Nomor 32 adalah imbal/
pembayaran jasa lingkungan
(payment  for  environmental
services, PES).

Payment  for  Environmental

Services merupakan instrumen

I ekonomi berbasis pasar (market

based economic instrument).
Digunakan dalam pengelolaan
sumber daya alam dan lingkungan
{SDAL) sebagai alternatif atas
pendekatan regulatory instrument
(hnon market based) seperti
command and control (CAC) yang
telah lebih dulu diaplikasikan
di berbagai Negara. CAC sering
dianggap gagal sehingga
mendorong para ahli ekonomi
lingkungan untuk mencari
pendekatan lain (Swallow et al,,
2007).

Menurut definsi, PES merupakan
kompensasi yang diberikan oleh
pengguna {users) jasa lingkungan
kepada penyedia (provider) jasa
fingkungan sebagai penghargaan
atas upaya pengelolaan
lingkungan Pagiola et al., {2005).
PES telah banyak dipraktekan
di Indonesia terutama dalam
pengelolaan sumber daya air,
jauh sebelum undang-undang
32/2009 diterbitkan. Menurut
Wunder (2005), PES dianggap
memiliki  keunggulan  karena
bersifat sukarela; berkeadilan;
berbasis nilai lingkungan; adanya
pengakuan atas hak kepemilikan;
dapat menyelesaikan  konflik;
dapat membangun kesadaran
kolektif atas urgensi jasa

Jurnal Ekonomi Lingkungan Vol.15/No.1/2011 —C——————— 51



Engkungan;, memiliki multiplier
gffect terhadap pengembangan
gkdnomi  masyarakat;  dapat
menjadi  pendekatan alternatif
upaya pengurangan kemiskinan
@an lain-lain. Karena beberapa
Regnggulan tersebut, PES telah
Bapnyak (diterapkan di banyak
regara, balk negara maju maupun
negara berkembang.

Manurut Euyanto et al (2005)
penerapa PES baik di Indonesia
maupun di negara lain memiliki
empat  tujuan  utama. Yaitu
perlindungan DAS  (watershed
@Frotectiony, perlindungan
qumber @aya keanekaragaman
ayati  (biodiversity protection),
genyerapan  karbon  (carbon

sequestraion) dan pelestarian |

keindahan alam (landscap
fBeauty  preservation). Namun
demikian,  periindungan  DAS
masih  merupakan  mayoritas,
baik di Indonesia maupun di
Negara lain. Artinya, kebanyakan
kasus PES berkenaan dengan
pengelolaan  sumber dayva air.
Hal ini menunjukan pengelolaan
dan penyelamatan sumber daya
air menempati prioritas utama.
Penerapan” PES di Indonesia
banyak ditemukan di berbagai
daerah dehgan keragaman pola
dan  mekanisme. Keragaman
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ini merupakan implikasi belum
adanya standar pengelolaan.
Keragaman penerapan PES ini
menarik ditelaah untuk melihat
kekurangan dan kelemahannya.
Hasil telaah diharapkan dapat
menjadi acuan dalam penerapan
PES sesuai dengan amanat
undang-undang. Adapun telaah
atas mekanisme PES ini dilakukan
dengan tujuan sebagai berikut:
1) Mereview praktek PES baik di
dalam maupun di luar negeri;
2) Mengidentifikasi mekanisme
pelaksanaan PES baik di luar
maupun di luar negeri.

METODOLOGI

Review ini dilakukan dengan cara
menganalisis dokumen. Analisis
dokumen  dilakukan  dengan
bantuan SWOT Andlisis yang
dikombinaskan dengan fishbone
Analysis. Menurut ishikawa (1990)
fishbone analysis yang dikenal juga
dengan nama cause and effect
analysis merupakan alat analisis
untuk melinat permasalahan dari
penyebabnya secara lebih rinci dan
mendalam. Bahan yang dianalisis
meliputi laporan penelitian, jurnal,
buku teks dan bahan-bahan iain
yang relevan. Ada empat aspek
yang dilihat dalam menelaah
setiap kasus PES. Keempat
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aspek tersebut adalah 1) aspek
mekanisme dan tata laksana; 2)
aspek hukum dankelembagaan; 3)
aspek stakeholders yang terlibat;
dan 4) aspek sosial, ekonomi dan
budaya. Keempat aspek ini dipilih
karena keempatnya dianggap
sebagai parameter penting
untuk mengukur keberhasilan
pelaksanaan PES. Telaah dan
analisis dilakukan selama dua
bulan, yaitu pada bulan Oktober
hingga Desember 2009,

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme PES

Hasil review terhadap kasus
PES, baik di Indonesia maupun
di negara lain, memperlihatkan
bahwa pelaksanaan PES
memiliki mekanisme dan tujuan
yang berbeda. Dari hasil telaah
ditemukan empat mekanisme PES,
yaitu: Community to Community (C
to C), Private to Community (P to C),
Government to Government (G to
G); dan Community to Government
(C to G). Dalam mekanisme
ini yang disebutkan pertama
berperan sebagai pengguna/
pembeli jasa lingkungan,

- sedangkan yang disebut kedua

penyedia/penjual jasa lingkungan.
Dengan demikian, mekanisme
PES P to C artinya, pemerintah
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sebagai pengguna dan kelompok
masyarakat sebagai penyedia
jasa lingkungan. Keempat tipe
PES tadi masing-masing memiliki
kekuatan, kelemahan, peluang
dan ancaman.

Kekuatan PES tipe C to C
terletak pada kesederhanaan
mekanismenya yang hanya
melibatkan kelompok penyedia,
pengguna dan mediator; dan
didasarkan pada kelembagaan
lokal. Kelemahan utamanya
adalah  nilai  transaksi jasa
ingkungan hanya didasarkan atas
kesepakatan tanpa penilaian.
Namun demikian, PES tipe ini
memiliki peluang untuk melibatkan
pemerintah, paling tidak, sebagai
penjamin keberadaan PES
tersebut. Selain itu, dapat pula
melibatkan lembaga donor apalagi
jika dikaitkan dengan isu-isu upaya
pengurangan kemiskinan. Jika jasa
lingkungan yang dihasilkan oleh
upaya pengelolaan SDAL tersebut
beragam, PES tipe ini dapat pula
melibatkan lebih dari satu pihak
pengguna jasa lingkungan. Namun
demikian, eksistensi PES C to C
sering terancam oleh tidak adanya

pengakuan dari  pemerintah,
terutama jika pemerintah
setempat belum memiliki
peraturan yang melindungi

eksistensi kelembagaan lokal.
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Hekuatan PES tipe P to C terletak
pada kekuatan modal yang dimiliki
Bihak swasta (pengguna); peran
mediator dalam pengumpulan
gaha dan pengawasan
pefnanfaatannya; dan skema PES
gang sederhana. Sedangkan sisi
keternahannya adalah tingginya
watutan pembeli jasa lingkungan
gntuk memperoleh jasa
Hngkungahn. Ada kekhawatiran, jika
BES tersebBut belum menghasilkan
B\sa lingkungan sesuai harapan,
Reterlibatannya dalam PES akan
ditarik. BNamun demikian, jika
genyedia cjasa lingkungan yang
teriibat dalam PES tipe P to C
dapat menyediakan lebih dari
satu matam jasa lingkungan,
PES tipe i#i juga memiliki peluang
gntuk medibatkan pengguna jasa
Engkungan lainnya yang dihasilkan
dari kegiatan pengelolaan SDAL
vang sama. Sebagai contoh,
watershed protection dapat pula
menghasilkan jasa penyerapan
karbon dan keindahan alam yang
keduanya berpeluang memiliki
pasar

Kekuatan-utama PES tipe G to
G adalah nilai transaksi jasa
lingkungahn yang umumnya telah
berdasarkan hasil valuasi; memiliki
landasanchukum; dan skema yang
sederhanayang hanya melibatkan
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dua pihak vyang Dbertransaksi
tanpa ada mediator. Kelemahanya
yang nampak adalah tidak
melibatkan masyarakat dalam
proses dan implementasi. PES
tipe G to G memiliki peluang yang
baik untuk melibatkan lembaga
donor internasional yang peduli
dengan jasa lingkungan seperti
carbon sequestration. Sedangkan
ancaman bisa datang dari
masyarakat yang merasa tidak.
puas atau merasa keberadaan
PES tersebut justru mengancam
mata pencaharian mereka.

PES tipe C to G memiliki kekuatan
berupa adanya landasan hukum
operasional  walaupun bersifat
sektoral; memiliki pembeli jasa
lingkungan vyang jelas, dan
melibatkan pemerintah  dalam
pengelolaandanadansumberdaya
alam dan lingkungan. Kelemahan
utamanya adalah umumnya tidak
melibatkan masyarakat sekitar
kawasan. Sedangkan peluang
yang dapat dimanfaatkan adalah
melibatkan pihak lain yang peduli
dan  berkepentingan  dengan
jasa lingkungan yang dihasilkan.
Ancaman terhadap PES tipe C to
G bisa datang dari masyarakat
sekitar kawasan yang merasa
dirugikan dengan keberadaan PES
tersebut.
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Dari sejumlah PES yang ditelaah,
pelaksanaan PES di Indonesia
masih belum terkoordinasi dengan
baik. Umumnya diinisiasi oleh
lembaga swadaya masyarakat dan
lembaga donor yang juga berperan
sebagai mediator, bersifat
sukarela dan nilai transaksi masih
berbasis kesepakatan. PES yang
melibatkan masyarakat seperti
P to C belum memiliki perangkat
hukum dan peraturan yang secara
spesifik  dan jelas mengatur
tata laksananya. Demikian juga,
keterlibatan pemerintah dalam
PES tipe ini masih rendah. Ada
sejumlah peraturan perundang-
undangan yang dapat menjadi
landasan hukum tapi tersebar di
berbagai sektor dengan tujuan
yang berbeda; dan tidak secara
spesifik mengatur pelaksanaan
PES. Undang-undang 32/2009
tentang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan secara
tegas  mengamanatkan PES
sebagai  instrument  ekonomi
dalam pengelolaan lingkungan,

namun dalam pelaksanaannya,
masih  memerlukan peraturan
pemerintah  sebagai landasan

teknis operasional,

‘Pengalaman di negara lain pun

tidak jauh berbeda dengan apa
vang ditemukan di Indonesia.
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Beragam mulai dari yang sudah
maju dengan mekanisme vyang
kompleks sampai pada vyang
masih sederhana. Di beberapa
negara Amerika Latin, khususnya
di Costa Rica peiaksanaan PES
boleh dikatakan sudah maju.
Mekanismenya  sudah  jelas,
lengkap dengan tata kelola
keuangan, metoda evaluasi dan
monitoringnya. Dengan demikian,
ada kepastian bahwa uang yang
terkumpuldariPES akandigunakan
untuk keperluan pemeliharaan
sumber daya alam dan lingkungan.
Sehingga pembeli merasa yakin
investasinya akan dibalas dengan
didapatkannya jasa lingkungan
yang diharapkan. Beberapa
kasus juga ditemukan di Bolivia,
Nepal dan lain-lain. Mengapa
hal itu bisa berjalan dengan baik
karena adanya dukungan penuh
dari pemerintah dalam bentuk
penyiapan perangkat peraturan
dan keterlibatannya dalam
pengelolaan dana dan SDAL.

2. Peran Masyarakat
dan Pemerintah: PES
Kewenangan Siapa?

PEStipe CtoCdanPtoCmerupakan

PES berbasis masyarakat.
Pemeran utama dalam PES
tersebut  adalah  masyarakat.

Keterlibatan pemerintah dalam
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PES tipe ini rendah karena sedari
awal PES tipe ini dibentuk atas
rRsiasi masyarakat melalui
bengampingan Lembaga Swadaya
Masyarakat  (LSM), perguruan
ii8ggi, dan kelompok masyarakat.
Kasus PES Cidanau, Banten, yang
trielibatkan-b.SM, PT. Krakatau Tirta
indastri (KT1), dan kelompok tani
di-isulu DAS Cidanau; serta kasus
Pengelolaan Kawasan Wisata Gili
irelah, Lombok Barat merupakan
cantoh  pefaksanaan PES atas
tnisiatif masyarakat.

tndsiasi PES berbasis masyarakat
merupakarrrespon atas kegagalan
pasar darf pemerintah  dalam
mgngalokasikan jasa dan manfaat
irgkungan ® secara berkeadilan.
Da&lam kaitah hulu-hilir, masyarakat
Bikir merupakan kelompok
penikmat jasa lingkungan yang
gisediakan oleh masyarakat hulu
§ebagai  kelompok  penyedia.
payangnya, kelompok penikmat
fidak memberikan kompensasi
atas upaya kelompok masyarakat
Gulu dalam menyediakan jasa
ingkungan/ Padahal, kondisi
gkonomi masyarakat hulu
amumnya fiskin dengan tfingkat
Eetergantupgan yang tinggi
terhadap lahan dan sumber daya
alam. Inisiasi PES terdorong
gieh keingman untuk mengatasi
ketidakadilan ini.
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Dalam kasus PES berbasis
masyarakat, banyak yang
berpandangan peran pemerintah
periu _ dibatasi vyaitu cukup
memfasilitasi, mendorong, dan
melindungi  mekanisme  PES
agar ‘'dapat berjalan dengan
baik. Bahkan, pemerintah periu
memaotivasi  masyarakat  untuk
terus  mengembangkan  PES
karena hal ini dapat membantu
pemerintah dalam pengelolaan
lingkungan dan sumber daya
alam. Namun demikian, untuk
kepentingan  ketertiban, ada
baiknya pemerintah mengeluarkan
peraturan  perundang-undangan
(PP, SK Menteri, Perda, atau
lainnya) dengan tujuan untuk
menjaga eksistenst PES tersebut
sekaligus menata prosedur baku
pelaksanaannya. Kehadiran
peraturan - perundang-undangan
tidak dimaksudkan untuk
mengurangi inisiatif dan peran
masyarakat dalam pelaksanaan
PES. '

Berbeda dengan PES berbasis
masyarakat, dalam
to G dan G to G, pemerintah
memainkan peran utama. Inisiatif
pun datang dari pemerintah.
Demikian juga dengan persiapan,

perencanaan, pelaksanaan,
evaluasi dan monitoring
pemerintah.

dilakukan .olieh
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PES C

Dalam pelaksanaannya, sebagian
dari pekerjaan tersebut dapat
dikerjakan oleh pihak lain, namun
dalam koordinasi dan pengawasan
pemerintah. Untuk itulah,
pemerintah  perlu  menylapkan
peraturan  perundang-undangan
sebagai dasar pelaksanaan PES
yang telah diamanatkan dalam UU
No. 32 tahun 2009.

Pelaksanaan PES tipe ini periu
melibatkan pemerintah  dan
dilembagakan secara formal
melalui PP atau peraturan
perundang-undangan jainnya.
Namun ada satu pertanyaan
muncul, urusan siapakah PES
ini? Pertanyaan ini mengemuka
karena dari perspektif pemerintah
PES merupakan urusan publik,
yang terkait dengan perizinan,
pemungutan dan pengeloiaan
dana publik. Sedangkan menurut
UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, urusan
publik harus dibagi habis menjadi
urusan pemerintah pusat sampai
ke pemerintah daerah dengan
implikasinya terhadap perizinan
dan pengelolaan keuangan.
Namun, karena PES ini bersifat
lintas sektoral dan dapat menjadi

‘urusan pemerintah pusat atau

pemerintah daerah (cross cutting)
atau bahkan urusan masyarakat
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perdesaan, rasanya sangat sulit
untuk mengelompokannya secara
ketat menjadi urusan pemerintah
pusat atau pemerintah daerah
atau urusan departemen tertentu.
Untuk itu, peraturan perundan-
undangan yang terkait dengan
PES harus dapat mengatur
pelaksanaan PES dalam kondisi
seperti itu.

3. Komersalisasi Jasa

Lingkungan: Benarkah?
Kehadiran PES digagas dengan
tujuan untuk memperbaiki
pengelolaan dan perlindungan
terhadap sumber daya alam
dan lingkungan. Namun ada
pandangan bahwa PES merupakan
bentuk komersialisasi jasa
lingkungan. Pandangan ini bisa
benar, bisa juga salah, tergantung
dari sudut pandang, spirit, dan
tujuan di balik pelaksanaan PES
tersebut.

Sekedar mengingatkan kembal
bahwa PES dikembangkan
sebagai upaya untuk memberikan
kompensasi kepada pihak yang
berjasa dalam penyediaan jasa

fingkungan. Sebagian dana
terkumpul  dapat merupakan
keuntungan ekonomi yang

dapat dinikmati oleh penyedia
jasa lingkungan dan sebagian
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f@in digunakan untuk keperluan
pengelolaan sumber daya
glam vang menghasilkan jasa
fingkungan tersebut. Dengan
demikian, spirit dan tujuannya
adalah  memberikan  keadilan
ekonomi dan pengumpulan dana
pangelolaan sumber daya alam
danh  lingkungan.  Kendatipun
acbagian ~ dari dana tersebut
dialokasikan di luar kedua pos tadi
rarus masih terkait dengan tujuan
gtama PES di atas. Selama tujuan
dan spirit PES masih terjaga,
maka PES bukan merupakan
Bomersialisasi jasa lingkungan.
Samun, jka PES dimaksudkan
gantuk menrcari dana pembangunan
dengan mengabaikan tujuan dan
Spiritnya, maka pelaksanaan PES
bisa jadic menyimpang menjadi
gomersialisasi jasa lingkungan.
©leh karena itu, agar pelaksanaan
FES tidak terjebak kepentingan
ini perlu ada pengaturan dalam
pelaksanaannya.

4. PES versus Pajak
Pemanfaatan
Sumberdaya Alam
dan - Lingkungan, Apa
Bedanya?

PES berbeda dari pajak atau

retribusi -claerah. Perbedaan ini

jelas terfihat dalam Undang-

Undang MNo. 28 tahun 2009
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tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah {(PDRD).
Menurut undang-undang tersebut,
Pajak Daserah, yang selanjutnya
disebut pajak, adalah iuran wajib
yang dilakukan oleh pribadi
atau- lembaga kepada daerah
tanpa imbalan langsung yang
seimbang, yang dapat dipaksakan
berdasarkanperaturanperundang-
undangan vyang berlaku, yang
digungkan untuk  membiayai
penyelenggaraan  pemerintahan
Daerah dan pembangunan
Daerah. Contohnya adalah pajak
pengambilan dan pemanfaatan Air
Permukaan (AP), Air Tanah (AT),
dan Mineral Bukan Logam dan
Batuan (MBLB) yang diatur dalam
undang-undang PDRD. Menurut
undang-undang tersebut, pajak AP

merupakan pajak provinsi. Artinya,

pengambilan pajak AP merupakan
kewenangan pemerintah provinsi.
Sedangkan pajak AT dan Pajak
MBLB merupakan pajak kota/
kabupaten. Kewenangan untuk
menarik pajak tersebut berada
pada pemerintah kota/kabupaten.
Tujuan dari Pajak Pengambilan
dan Pemanfaatan AP, AT, dan
MBLB adalah untuk mendapatkan
dana pembangunan,

Dari pengertian di atas, terlihat
jelas perbedaan antara PES
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dengan pajak pengambilan
dan pemanfaatan sumber daya
alam dan lingkungan (SDAL).
PES merupakan transaksi
antara pengguna dan penyedia
jasa lingkungan., Dana vyang
terkumpul dari PES dimanfaatkan
oleh penyedia jasa lingkungan
untuk keperluan pemeliharaan
sumber daya alam agar tetap
dapat menghasitkan jasa
lingkungan  yang  diperiukan.
Selain itu, jika PES dibayarkan
sebagai kompensasi maka
sebagian dari dana PES tersebut
dapat merupakan keuntungan
ekonomi yang dapat dinikmati
oleh penyedia jasa lingkungan.
Sedangkan, pajak pengambiian
dan pemanfaatan sumber daya
alam dan lingkungan merupakan
bagian dari upaya pencarian dana
untuk kegiatan pembangunan.
Pemanfaatan dana pajak SDAL
tidak dapat langsung digunakan
untuk keperiuan pemeliharaan
SDAL walaupun dalam penentuan
tarif  pajak  tersebut telah
mempertimbangkan volume
pengambilan dan dampak
kerusakan lingkungan, bahkan
mungkin telah dilakukan

_penandaan (earmarking). Disinilah
letak perbedaan fundamental

antara PES dengan pajak
pengambilan dan pemanfaaan
SDAL.
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Jika dalam pelaksanaanya, dana
terhimpun dari PES merupakan
PAD dan menjadi bagian dari APBD
dan tanpa ada penandaan maka
perbedaan antara PES dengan
pajak daerah menjadi kabur. Oleh
karena itu, agar prinsip-prinsip PES
hisa dipegang dan dilaksanakan
periu dikembangkan mekanisme
PES yang dapat mempertahankan
prinsip-prinsip tersebut,
Fleksibilitas dalam pemanfaatan

| dana PES merupakan syarat

mutlak karena pengelolaan SDAL
sulit  direncanakan  terutama
berkaitan dengan waktu. Banyak
kasus pengelolaan SDAL seperti
banjir, longsor, dan lain-lain
bersifat tiba-tiba dan sulit untuk

| diduga  {unpredictable).  Oleh

karena itu, PP yang tekait dengan
PES periu diarahkan untuk dapat
menjalankan PES sesuai dengan
prinsip-prinsipnya dan menjamin
fleksibiltas dalam pengelolaan
keuangannya.

5. Dana PES G to G dan
C to G merupakan PNBP:
Bagaimana solusinya?

Undang-undang No. 17 tahun

2003 tentang Pengelolaan

Keuangan Negara (PKN) membagi

pendapatan negara menjadi

tiga, yaitu pajak, Penerimaan

Negara Bukan Pajak (PNBP) dan

hibah. Sedangkan pendapatan
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daeran meliputi Pendapatan Asli
Daerah (PAD), dana perimbangan
dgn lain-lain pendapatan vyang
sah. Semua pendapatan negara
harus masuk ke kas negara dan
Hibelanjakan melalui mekanisme
APBN  atas persetujuan DPR.
Pendapatan daerah harus masuk
ke kas daerah dan dibelanjakan
heelalui mekanisme APBD dengan
parsetujyan dari DPRD.

slelaah yang dilakukan terhadap
Undang-undangNo. 17 tahun 2003
tentang EXN dan Undang-undang
fNomor 20 Tahun 1997 tentang
PNBP tidak ditemukan klausul
yang secara eksplisit mengatur
penandaan (earmarking) terhadap
PNEP dengan fujuan memastikan
tdana tergebut digunakan sesuai
gdengan Iujuan pemyngutannya.
Demikian juga dalam Peraturan
Pemerintah (PP} Nomaor 22 tahun
1997 tentang Jenis dan Penyetoran
PNEP yang berlaku pada berbagai
departemen tidak mencantumkan
klausul mengenai earmarking.

Klausul Umengenai earmarking
terhadap-pajak ditemukan dalam
Undang-Undang No. 28 tahun
2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (PDRD).
Earmarking dilakukan dengan
fujuan  uptuk mendanai pajak
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untuk pembangunan sarana dan

prasarana vang secara langsung

dapat dinikmati oleh pembayar
pajak dan seluruh masyarakat.

Berikut adalah beberapa

earmarking yang diatur dalam

undang-undang tersebut:

1. 10% dari penerimaan
Pajak Kendaraan Bermotor
wajib dialokasikan
untuk pemeliharaan dan
pembangunan jalan, serta
peningkatan sarana transportasi
umum.

2. 50% dari penerimaan pajak
rokok dialokasikan untuk
mendanai pelayanan kesehatan
dan penegakan hukum.

3. Sebagian penerimaan pajak
penerangan jalan digunakan
untuk penyediaan penerangan
jalan.

Terlihat jelas, earmarking
tersebut tidak berkaitan dengan
pengelolaan SDAL lebih-lebih
dengan pengelolaan jasa
lingkungan. Dengan demikian, UU
PKN dan UU PDRD belum dapat
dijadikan  rujukan operasional
pengelolaan dana PES untuk
keperiuan pengelolaan SDAL.
Kendati demikian, praktek
earmarkaing terhadap PNBP di
lingkungan Kementrian Negara
Lingkungan Hidup dimungkinkan
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Dalam

mengingat adanya Keputusan

Menteri Keuangan (PMK) Nomor

240/KMK.06/2004 tentang

Persetujuan penggunaan

sebagian Dana PNBP pada

Kantor Kementerian  Negara

Lingkungan Hidup (KLH). PMK

tersebut  dikeluarkan  dengan

merujuk PP Nomor 5 Tahun 2008

sebagai pengganti atas PP Nomor

40 Tahun 2003 tentang Tarif

atas Jenis PNBP yang berlaku di

lingkungan Kantor KLH. Menurut

PMK tersebut, beberapa satuan

kerja di lingkungan Kantor KLH

berhak menggunakan sebagian
dari dana PNBP dengan jenis dan
rincian sebagai berikut:

1. Pusat Sarana Pengendalian
Dampak Lingkungan berhak
menggunakan PNBP hingga
maksimum 90 %

2. PusatPenelitian dan Pengkajian
Teknologi Lingkungan pada
industri berhak menggunakan
PNBP maksimum hingga 90%

3. Pusat Layanan Informasi
Lingkungan Hidup berhak atas
PNBP hingga 99%

4, Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Lingkungan Hidup
berhak menggunakan PNBP
maksimum hingga 99%.

struktur Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA),

anggaran belanja negara dibagi
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menjadi DIPA murni, PNBP, dan
sumber lain. Dengan pemisahan
tersebut maka besaran anggaran
yang berasal dari PNBP dapat
diketahui dan penggunaannya
dapat dimonitoring agar sesuai
dengan tujuan dari penarikan
PNBP tersebut. Keberadaan PMK
mengenaipengaturanpenggunaan
PNBP di lingkungan Kantor KLH
merupakan langkah maju sehingga
jika Kantor KLH akan mengelola
PES dengan mekanisme PNBP
dengan penandaan hanya tinggal
melakukan revisi atas PMK
tersebut.

Adanya PMK vyang mengatur
penggunaan keuangan PNBP pada
KantorKLHdapatdijadikansebagai
indikasi bahwa pengunaan dana
PES sebagai PNBP yang ditarik
melalui berbagai Satuan Kerja
{Satker) dapat digunakan oleh
satker tersebut untuk keperiuan
sesuai dengan tujuan penarikan
dana PES. Dengan demikian,
implementasi PES melatui
mekanisme PNBP tidak memiliki
hambatan legalitas yang berarti.
Penggunaan dana PES sesuai
dengan tujuan  penarikannya
dimungkinkan asal ada PMK
yang mengaturnya sebagaimana
dilakukan terhadap PNBP pada
kantor KLH. Untuk mendapatkan
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PMK  mengenai  penggunaan
PNBP, maka departemen/satker
yang memungut PNBP tersebut
harus mendaftarkan jenis dan nilai
PNBP vang berasal dari PES ke
Departemen Keuangan. Dengan
orosedur seperti ini, PES dengan
ekansme PNBP  penandaan
tearmarked PNBP) dapat dilakukan
hanya ada sedikit kendala vaitu
keterlambatan dalam penggunaan
dana karena semua PNBP harus
masuk #as negara atau daerah
teriebih@ahulu.

Undang-undang No. 32 tahun
2009 tentang Perlindungan dan
Pengeidiaan Lingkungan Hidup
(PPLH) = telah mengamanatkan
bahwa PES merupakan salah satu
instrumén ekonomi yang dapat
digunakan dalam pengelolaan
lingkungan. Artinya, PES baik yang
berbasis masyarakat maupun
yang berbasis pemerintah
mendapat jaminan hukum dalam
pelaksanaannya.  Sebagaimana
disebutkan di atas, earmarking
terhadap PNBP yang berasal dari
PES dapatdilakukandengansedikit
kendala2 berupa keterlambatan
dalam penggunaan uang tersebut.
Hal inildh merupakan kendala
sehingga pelaksanaan  PES
sesuai ‘dengan prinsip-prinsipnya
sulit terpenuhi. Untuk itu, periu
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dibuat peraturan pemerintah (PP)
sebagai dasar pelaksanaan teknis
operasional dari UU PPLH yang
disinkronkan dengan UU PKN.
Diharapkan PP tentang Instrumen
Ekonomi yang sedang disiapkan
dapat memberikan jalan keluar
terhadap persoalan pengelolaan
dana PES, khususnya PES berbasis
pemerintah agar pelaksanaan PES
tidakterkendalaaspeklegalitas. PP
tersebut harus dapat memasilitasi
pelaksanaan PES sebagai PNBP
yang sesuai dengan prinsip-prinsip
PES. Selain itu, PP ini pun harus
dapat mengarahkan persyaratan
substantif, administratif = dan
teknis PES dengan penandaan
yang harus dipenuhi.

Selain melaiyi mekanisme PNBP,
pelaksanaan PES dapat pula
dilakukan melalui Badan Layanan

Umum (BLU). Menuryt UU No.

1/2004 tentang Perbendaharaan
Negara (UUPN), BLU adalah
instansi di lingkungan pemerintah
yang dibentuk untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat
berupa penyediaan barang dan/
atau jasa yang dijual tanpa
mengutamakan keuntungan dan
dalam melakukan kegiatannya
didasarkan pada prinsip efisiensi
dan prodyktivitas. ‘
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Di lingkungan pemerintahan di

Indonesia, banyak penerimaan

yang berasal dari imbalan

masyarakat atas layanan yang
diberikan oleh pemerintah.

Penerimaan  iersebut  dapat

menjadi non PNBP jika

dikelola melalui BLU sehingga
penggunaanya dapat lebih
fleksibel. Untuk dapat mengelola
dana publik meialui mekanisme

BLU, Undang-undang No. 1/2004

tentang Perbendaharaan Negara

(UUPN), mensyaratkan tiga hal

yang secara substantif, teknis

dan  administrtaif  terpenuhi.

Persyaratan  Substantif  yang

dimaksud adalah BLU dapat

didirikan jika tujuannya
menyelenggarakan layanan umum
berupa:

1. Penyediaan barang dan/
atau jasa Pelayanan bidang
kesehatan, penyelenggaraan
pendidikan, serta pelayanan
jasa penelitian dan pengujian;

2. Pengelolaan dana bergulir
untuk usaha Kkecil dan
menengah, pengelola pinjaman
dan pengelola tabungan
perumahan;

3. Pengelolaan kawasan atau
wilayah secara otonom
seperti otorita dan Kawasan
Pengembangan Ekonomi
Terpadu (Kapet).

Jurnal Ekonomi Lingkungan Vol.15/No.1/2011

Adapun persyaratan Teknis yang

dimaksud meliputi :

1. Dapat meningkatkan kinerja
pelayanan tugas pokok dan
fungsi dari instnasi yang
menaungi BLU tersebut yang
direkomendasikan oleh menteri/
pimpinan lembaga/kepala SKPD
sesuai dengan kewenangannya;

2. Kinerja keuangan satker
yang bersangkutan sehat
sebagaimana ditunjukkan dalam
dokumen usulan penetapan
BLU.

Sedangkan persyaratan

administratif untuk mendirikan

BLU meliputi:

1. Menyatakan kesanggupan untuk
meningkatkan kinerja

2. Menyampaikan pola Tata Kelola

3. Menyampaikan Rencana
Strategis Bisnis dan Laporan
Keuangan Pokok

4, Merumuskan Standar Pelayanan
Minimal (SPM)

5. Menyampaikan laporan audit
terakhir atau pernyataan
bersedia untuk diaudit

Memperthatikan adanya
fleksibilitas dalam pengelolaan
keuangannya, mekanisme BLU
pada prinsipnya dapat dipilih untuk
mengelola dana PES. Pemerintah
pusat atau pemerintah daerah
melalui satuan kerja (satker) yang
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Sesuai dapat mendirikan BLU
dengan tujuan untuk melakukan
Fansaksi jasa lingkungan dan
gekaligus mengelola keuangan
grtuk  keperluan pengelolaan
SBAL. Mekanisme ini secara
rentif  tidak  memiliki  kendala
Bukum, namun akan terkendala
persyaratan substantif, teknis dan
gdministrasi. Secara substanstif,
msanya sulit bagi PES untuk
meémenuhi persyaratannya.
Artinya, jika PES akan dikelola
melalui mekanisme BLU perlu ada
gerubahap terhadap persyaratan
substantiffiya.

Selain itug pengelolaan dana PES
Telalui mekanisme BLU juga akan
ferkendalapersyaratanteknis. BLU
mensyaratkan adanya rencana
gengembangan bisnis dari PES
yang akan dikembangkan. PES
karus layak secara bisnis dalam
arti transaksi jasa lingkungan
harus  menguntungkan paling
tidak keuntungan tersebut dapat
mencukupi kebutuhan  dana
operasional dengan layak. Dengan
kata lainpobilaya manajemen PES
harus terpenuhi dari keuntungan
vang didapatkan dari transaksi
jasa lingktingan tersebut. Hal ini
akan sulitterpenuhi jika transaksi
jasa lingktingan hanya melayani
transaksizsekala kecil. Transaksi
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PES vang hanya mengelola
pendapatan ratusan juta rupiah
per tahun nampaknya sulit untuk
dikelola melalui mekanisme BLU.
Untuk itu, mekanisme PNBP
dengan penandaan lebih mudah
untuk dilaksanakan.

KESIMPULAN

Dari hasil review tersebut, dapat
ditarik  beberapa  kesimpulan
sebagai berikut:

1. Mekanisme PES baik di
Indonesia maupun di Negara
lain . mengacu ada empat
skema, yaitu PES Community
to Community (C to ),
Private to Community (P to C);
Government to Government
(G to G); dan Community to
Government (C to G).

2. Pes C to C dan P tp C banyak
diinisiasi oleh masyarakat,
karenanya bersifat  voluntir
dengan keterlbatan pemerintah
yang minim '

3. mekanisme PES Cto Gdan G
to G memiliki kendala dalam
pengelolaan keuangan.
Dana PRES yang dihimpun
dari masyarakat merupakan
PNBP vang dalam pengelolaan
dan penggunaannya harus
mengikuti skim APBN/APBD
sesuai  dengan  peraturan
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perundang-undangan yang
ada.

4. Skim APBN/APBD tidak sesuai
dengan  karakteristik  dan
spirit PES yang secara spesifik
memiliki tujuan penyelamatan
SDAL dan memberi manfaat
ekonomi secara langsung
kepada pihak penyedia jasa
lingkungan. Karena itu, untuk
dapat mencapai tujuan
tersebut PES menuntut adanya
fleksibiltas dalam pengelolaan
keuangan.

5. Badan Layanan Umum dapat
dijadikan sebagai alternatif
terutama jika memperhatikan
fleksiblitas dalam pengelotaan
keuangannya. Namun, hal ini

akan terkendala persyaratan |
substantif, teknis, dan |

administratif yang sulit untuk
hisa dipenuhi

8. alternatif lain yang bisa dipilih
adalah dengan melakukan
penandaan (earmarking)
atas APBN/APBD yang
berasa! dari PES sehingga
dalam penggunaanya
dapat dialokasikan  sesuai
dengan tujuan PES. Namun,
earmarking akan menyebabkan
penggunaan keuangan kurang
fleksible karena dana PES yang
terkumpul harus mengendap
dulu dalam kas Negara yang
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dapat dikeluarkan  melalui
APBN/APBD

. Agar PES dapat berjalan

dengan baik maka perlu ada
sinkronisasi dan perubahan
peraturan perundang-
undangan terutama  yang
terkait dengan pengelolaan
dana public agar dapat
mengakomodir  kepentingan
dan spirit PES.
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